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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap
Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara PT. Musi Indah Palembang dan
Toyota Astra Financial Services (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg)". Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi
ini yaitu bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang timbul atas
wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Musi
Indah  Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
113/Pdt.G/2022/PN.Plg dan apakah putusan tersebut telah memenuhi ketentuan
sesuai perjanjian fidusia yang dibuat oleh PT. Musi Indah Palembang dan Toyota
Astra Financial Services. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan
melakukan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa PT. Musi Indah Palembang mengalami wanprestasi
dalam perjanjian pembiayaan konsumen akibat unit kendaraan yang dijadikan
jaminan fidusia tidak dapat dilunasi sesuai kesepakatan. Toyota Astra Financial
Services mengajukan gugatan terhadap PT. Musi Indah Palembang untuk
memperoleh ganti rugi dan eksekusi objek jaminan fidusia. Berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN. Plg, hakim memutuskan
bahwa PT. Musi Indah Palembang wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan
perjanjian pembiayaan dan perjanjian fidusia yang telah disepakati. Penelitian ini
memberi rekomendasi bahwa dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, para pihak
sebaiknya mempertimbangkan mekanisme mediasi atau negosiasi  sebelum
menempuh jalur litigasi guna mencapai penyelesaian yang lebih efisien.

Kata Kunci : Wanprestasx Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting yang menunjang
kehidupan masyarakat sehari-hari. Transportasi dapat sebagai mata pencarian
uang, sektor ini tidak hanya berperan dalam memfasilitasi pergerakan tetapi juga
menciptakan peluang ekonomi bagi banyak pihak. Kredit menjadi salah satu opsi
utama yang dipilih oleh perusahaan yang ingin memulai usaha atau memperluas
operasi mereka. Kebutuhan finansial yang sering kali besar pada tahap awal
pendirian perusahaan, kredit dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk
berbagai tujuan strategis. Perjanjian kredit mobil adalah suatu bentuk pembiayaan
yang sering digunakan oleh individu dan bisnis untuk membeli mobil tanpa
membayar seluruh harga mobil di muka. Sistem ini memberikan konsumen
fleksibilitas kepemilikan mobil melalui pembayaran cicilan dalam jangka waktu
tertentu.

Untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan, sistem informasi yang dapat
diandalkan sangat penting. Bisnis harus menetapkan aturan untuk menyetujui
kredit yang mencakup persyaratan untuk menerima atau menolak risiko kredit.
Beberapa dari persyaratan ini adalah karakter pelanggan, keadaan keuangan,
modal, kemampuan membayar kredit, dan ketersediaan agunan. Kemungkinan

kredit macet dapat dikurangi dengan penerapan kebijakan ini. Untuk



mempercepat dan mempercepat proses pengajuan kredit, perusahaan yang
memberikan kredit harus mengumpulkan semua informasi penting tentang
pelanggan, terutama tentang kemampuan mereka untuk membayar utang. !

Banyak dari orang Indonesia yang memilih untuk membayar mobil dengan
kredit. Menurut laporan Astra Financial, jumlah kredit yang diberikan untuk
pembelian kendaraan roda empat telah meningkat. Penjualan kendaraan roda
empat mencapai 475.321 unit pada semester pertama 2022, naik dari 393.466 unit
pada periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data Gabungan Industri
Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).? Banyak masyarakat tertarik untuk
memiliki kendaraan pribadi Karena kemudahan mendapatkan pinjaman dan
berbagai program subsidi dari lembaga pembiayaan . Akibatnya, perjanjian kredit
sering kali menjadi pilihan pertama untuk pembelian mobil.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.> Kemudian berdasarkan pasal 1233 KUHPerdata
menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,
maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir
karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan

perjanjian adalah sumber perikatan . Oleh karena itu, perjanjian kredit kendaraan

! Handri Raharjo, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Yustisia, Yogyakarta 2014.

2 Ridwan Arifin, Perusahaan Leasing Cuan Orang Indonesia 70 Persen Beli Mobil Secara
Kredit,2022, https://oto.detik.com/berita/d-6223975/. Diakses pada 28 Agustus 2024.

3 Ahmad Miru, Hukum Kontrak ; Perancang Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008)
Hlm 2.



merupakan contoh langsung dari kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang
juga menimbulkan kewajiban menurut Pasal 1233 KUH Perdata. Dalam hal
pembayaran cicilan kendaraan, kedua pasal tersebut berfungsi sebagai dasar
hukum untuk hubungan antara debitur dan kreditur.

Sistem kredit kendaraan mobil merupakan proses dimana seseorang dapat
membeli mobil dan memperoleh pinjaman langsung melalui dealer kendaraan.
Dalam sistem kredit kendaraan yang ditawarkan oleh dealer mobil, pembeli dapat
melakukan dengan cara membeli kendaraan dan membayarnya secara cicilan.*
Dalam kebanyakan kasus kontrak kendaraan melibatkan pembayaran angsuran
yang ditetapkan berdasarkan nilai kendaraan dan tingkat pembiayaan yang
diperlukan. Angsuran terdiri dari pokok pinjaman dan bunga, dibayar secara
berkala, umumnya bulanan, selama periode yang disepakati, sering kali antara dua
hingga tiga tahun. Uang muka (DP) juga diperlukan, dan besarnya ditentukan
oleh perusahaan pembiayaan. Jika debitur gagal membayar, kendaraan dapat
ditarik oleh leasing setelah melewati batas waktu angsuran yang ditentukan.’

Mengingat kebutuhan akan kendaraan yang terus meningkat, kredit kendaraan
telah menjadi salah satu cara utama bagi masyarakat Indonesia untuk
mendapatkan kendaraan. Jika Anda ingin membeli mobil dari dealer resmi, Anda
dapat memilih untuk membayarnya secara tunai atau dengan kredit namun, bagi

banyak pelanggan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar secara

50.

4 Ohn Doe, Understanding Automotive Financing, Automotive Press, New York, 2023, HIm 45-

5 Jane Smith, Automotive Financing and Leasing, Penerbit Mobil, Jakarta, 2024, Hlm. 78-80.



kontan, kredit menjadi pilihan yang lebih populer.® Kebutuhan akan kendaraan
bermotor, terutama mobil, meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan
urbanisasi. Mobil tidak hanya dianggap sebagai alat transportasi, tetapi juga
dianggap sebagai tanda kenyamanan dan status. Oleh karena itu, dealer mobil
menawarkan berbagai pilihan pembiayaan untuk membantu pelanggan
mendapatkan mobil baru.” Terdapat beberapa tantangan dengan menggunakan
kredit pada pembelian kendaraan, yaitu:
1. Proses Kredit yang Rumit
Meskipun kredit kendaraan tampak mudah, prosesnya seringkali rumit dan
memerlukan banyak persyaratan. Perusahaan pembiayaan membutuhkan
calon pembeli untuk memenuhi syarat tertentu, seperti kemampuan finansial
dan riwayat kredit yang baik. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bagi
dealer dan lembaga pembiayaan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak
stabil .}
2. Pengetatan Kebijakan Kredit
Disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan yang gagal bayar dan
rendahnya daya beli masyarakat, banyak dealer mobil dan lembaga

pembiayaan telah memperketat kebijakan kredit mereka dalam beberapa tahun

6 Pilih Leasing Mobil Atau Dealer, Setir  Kanan Creatives, 2023,
https://setirkanan.co.id/article/beli-mobil-di-leasing-atau-dealer-pahami-definisi-kekurangan-dan-
kelebihan-keduanya, Diakses pada 24 Agustus 2024

7 Farhadi, M 2015, Transportation Infrastructure and Long-Run Economic Growth in OECD
Countries.” Transportation Research Part A 74, 73-90

8 Ferry Sandi , “ Warga RI Tak Kuat Bayar Cicilan Mobil & Motor , Dealer Perketat Kredit “
2024, https://www.cnbcindonesia.com/news/20240613132055-4-546343/warga-ri-tak-kuat-bayar-
cicilan-mobil-motor-dealer-perketat-kredit, Diakses pada 24 Agustus 2024
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terakhir. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggan yang tidak mampu

membayar cicilan, membuat dealer dan leasing kehilangan uang. Pengetatan

ini juga berdampak pada penurunan penjualan kendaraan.’
3. Kesadaran Konsumen

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran di kalangan
konsumen mengenai kewajiban pembayaran cicilan. Banyak yang
menghindari pembayaran, bahkan menjual kendaraan yang masih dalam status
kredit. Praktik ini tidak hanya merugikan dealer dan lembaga pembiayaan,
tetapi juga berdampak negatif pada kemampuan konsumen untuk mengajukan
kredit di masa depan.!?

Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku
atau juga disebut perjanjian standar , yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan
oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain
(konsumen). Tujuan pemberian jaminan adalah untuk kepastian kepada pihak
kreditor bahwa debitor akan mampu melaksanakan kewajiban itu , maka objek
jaminan akan menjadi menjadi sarana pelunasan atas utang-utang debitor.

Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan bahwa fidusia adalah suatu

cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya

® Kredit Motor dan Mobil Orang Indonesia Naik jadi Rp400 T Ditengah Penurunan Penjual
Kendaraan Bermotor , Merdeka.com, 09 Juli 2024, https://www.merdeka.com/uang/kredit-motor-dan-
mobil-orang-indonesia-naik-jadi-rp400-triliun-di-tengah-penurunan-penjualan-kendaraan-bermotor-
161346-mvk.html, Diakses pada 24 Agustus 2024.

10 Thomas W , ““ Cermati Fakta Seputar Kredit Cicilan Mobil Bekas Jakarta >, 2022 ,
https://otospector.co.id/blog/fakta-seputar-kredit-cicilan-mobil-bekas-jakarta, Diakses pada 24 Agustus
2024
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perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang
diserahkan hanya haknya saja secara yuridise levering dan hanya dimiliki oleh
kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur) sedangkan
barangnya tetap dikuasai oleh debitur.

Pada Pembiayaan angsuran terkait transportasi, banyak konsumen yang tidak
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian jual beli atau biasa disebut
sebagai wanprestasi. Termasuk pada kasus Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
sesuai Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022.PN.Plg yaitu, kasus antara PT. Musi Indah
dan Toyota Astra Financial Services bahwa debitur tidak dapat memenuhi
kewajibannya untuk membayar angsuran terkait kendaraan sesuai dengan apa
yang telah mereka sepakati.

Toyota Astra Financial Services (selanjutnya disebut dengan TAF) adalah
sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor pembiayaan atau leasing
kendaraan. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Toyota Astra, yang
memiliki keterkaitan erat dengan Toyota dan Astra [International. TAF
menyediakan berbagai produk dan layanan pembiayaan, termasuk kredit
kendaraan bermotor dan layanan leasing, untuk mendukung konsumen dalam
memiliki atau menggunakan kendaraan Toyota dan merek lain yang bekerja sama
dengan mereka.

PT. Musi Indah Palembang merupakan salah satu Perusahaan sewa mobil
kendaraan di Kota Palembang. Perusahaan sewa menyewa mobil yang

menyediakan layanan penyewaan kendaraan untuk jangka waktu tertentu. Mereka



menawarkan berbagai jenis mobil, mulai dari kendaraan ekonomis hingga mobil
mewah, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun acara khusus.

PT. Toyota Astra Financial juga mengalami berbagai macam masalah, masih
banyak pelanggan yang menunggak pembayaran seperti PT.Musi Indah
Palembang sehingga menyebabkan terjadinya pihak PT.Musi Indah melakukan
keterlambatan kewajiban pembayaran kredit kepada PT.Toyota Astra Financial.
Penyebab dari keterlambatan pembayaran kredit tersebut yang diluar kemauan
PT.Musi Indah karena akibatnya dilarikan unit kendaraan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab. Sisa dari hutang PT.Musi Indah sebesar Rp.3.371.070.348
(tiga milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh
delapan rupiah), jumlah terhutang tersebut masih belum termasuk dengan bunga
dan denda keterlambaran atas masing-masing perjanjian pembiayaan.

Di Indonesia, wanprestasi adalah bentuk kegagalan satu pihak untuk
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen.
Meningkatnya penggunaan kredit kendaraan yang bermasalah membuat penting
untuk melakukan penyelidikan tentang regulasi dan prosedur penyelesaian
sengketa yang berkaitan dengan masalah ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk
membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi Penyelesaian Sengketa
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara PT.Musi
Indah Palembang dan Toyota Astra Finacial Services (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbulah suatu

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.

Bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang timbul atas
wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh
PT. Musi Indah pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
113/Pdt.G/2022/PN.Plg?

Apakah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
113/Pdt.G/2022/PN.Plg telah memenuhi ketentuan sesuai Perjanjian Fidusia
yang dibuat oleh PT Musi Indah Palembang dan Toyota Astra Financial

Service?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dan
pertanggungjawaban hukum yang timbul atas wanprestasi terhadap perjanjian
pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT.Musi Indah Palembang pada
Putusan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Plg.

Untuk mengetahui dan memahami terkait pemenuhan perjanjian fidusia yang
dibuat oleh PT Musi Indah Palembang dan Toyota Astra Financial Service

pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.PIg.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara nyata
dan luas bagi setiap pembacanya yang mampu dibagi menjadi 2 (dua) kategori
kegunaan, antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam salah satu rangka
pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bidang ilmu hukum
perdata, khususnya hukum Lembaga pembiayaan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Konsumen
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen
mengenai Hak dan Kewajiban dalam melakukan perjanjian pembiayaan
konsumen seperti kredit kendaraan supaya tidak terjadinya wanprestasi.
b. Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengidentfikasi
masalah yang sering dialami oleh lembaga pembiayaan sehingga
perusahaan dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah tersebut.
c. Bagi Penjual (Dealer)
Penelitian ini diharapkan dapat membantu penjual untuk menciptakan
transaksi yang lebih aman yang berdasarkan dengan ketentuan

d. Bagi Masyarakat
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
Masyarakat pada umumnya dan khususnya pada Masyarakat yang ingin

melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

E. RuangLingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini berfokus terhadap akibat hukum dan
pertanggungjawaban hukum yang timbul atas wanprestasi terhadap perjanjian
pembiayaan konsumen dan mengetahui terkait pemenuhan perjanjian fidusia
yang dibuat oleh PT Musi Indah Palembang dan Toyota Astra Financial
Service pada  Putusan  Pengadilan = Negeri  Palembang Nomor

113/Pdt.G/2022/PN.Plg.

F. Kerangka Teori
1. Teori Perjanjian
Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum , umumnya
yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum dalam
rangka memenuhi kebutuhan hidup adalah  melaksanakan suatu
perjanjian.!! Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Dengan sifat sistem

terbuka, hukum perikatan/perjanjian memberikan subyek hukum

' Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti
Abstrak,” Jurnal Pelangi Ilmu 5, no. 1 (2012): 2.
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kebebasan yang luas untuk mengadakan perjanjian apa pun, asalkan tidak
melanggar perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan.

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian merupakan sebagai
suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak
berjanji atau dianggap berjanji untuk untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu, dengan pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan janji.'? Sedangkan menurut Subekti Perjanjian merupakan
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau
dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.!* Dari
peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang
dinamakan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian
adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.!* Dengan demikian, perjanjian
menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak
dalam perjanjian, sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban

yang telah disepakati tersebut, dinyatakan wanprestasi.!> Oleh karena

12 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011.
13 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, Him 1.
4 Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Visimedia,

Jakarta, 2008, Hlm. 2.

177.

15 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, HIm.
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itu, wanprestasi dimulai ketika kedua belah pihak mencapai
kesepakatan untuk membuat perjanjian yang berisi sejumlah klausul
yang memberikan hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Pada teori ini, akan menjelaskan mengenai perjanjian yang
dilakukan oleh PT.Musi Indah Palembang dan Toyota Astra Finance
dan mengetahui apa saja penyebab Wanprestasi yang dilakukan oleh

pihak PT. Musi Indah Palembang.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentangtanggung jawab
hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara
hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul
tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab
atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.!® Hans
Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:
a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh

orang lain;

16 Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law
and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai llmu
Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, , 2007. hlm. 81
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c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena
tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Adanya wanprestasi atas perjanjian pembiayaan konsumen
antara PT.Musi Indah Palembang dan Toyota Astra Finance telah
menimbulkan pihak PT Musi Indah Palembang merasa dirugikan,
hingga PT Musi Indah Palembang meminta pertanggungjawaban
kepada Toyota Astra Finance, Teori ini akan menjelaskan mengenai
bentuk pertanggungjawaban hukum mengenai akibat adanya
wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh pihak

PT.Musi Indah Palembang.

. Teori Penyelesaian Sengketa
Teori penyelesaian sengketa mempelajari jenis sengketa atau
pertentangan yang muncul di masyarakat, faktor-faktor yang

menyebabkan sengketa terjadi, dan metode untuk menyelesaikannya.
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Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang

penyelesaian sengketa, yaitu :

a.

.

Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu
solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang
lainnya.

Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan
bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya
diinginkan.

Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif
yang memuaskan dari kedua belah pihak.

With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan
situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.'’

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang

cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik

dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry

F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam

masyarakat, yaitu:

a.

Lumping it (membiarkan saja), oleh pihak yang merasa
diperlakukan secara tidak adil, tidak berhasil mempertahankan

tuntutannya.

17 Dean G Pruitt, Konflik Sosial, PustakaPelajar: Yogyakarta, 2004, Hlm. 4-6.
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b. Avoidance (mengelak), Dalam hal ini, pihak yang merasa
dirugikan mungkin memilih untuk mengurangi hubungannya
dengan pihak yang merugikannya atau sama sekali
menghentikan hubungannya, seperti yang mungkin terjadi
dalam hubungan bisnis.

c. Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan
kepada pihak lain, ini bersifat unilateral.

d. Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang
berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

e. Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah
pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.

f. Arbitration (Arbitrase), Artinya, kedua belah pihak yang
bersengketa telah menyetujui adanya arbiter pihak ketiga dan
telah sepakat sejak awal bahwa mereka akan menerima
keputusan arbiter tersebut

g. Adjudication (peradilan), Secara spesifik, pihak ketiga
mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut, terlepas dari kemauan

para pihak yang bersengketa.!®

18 H.Salim H.S dan Idrus Abdullah., Penyelesaian Sengketa Tambang.,Bagian Hukum Perdata
,Mataram, 2012, Hlm 337.
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Berkaitan dengan teori sebelumnya, salah satu upaya dalam
pertanggungjawaban hukum adalah dengan melakukan penyelesaian
sengketa melalui beberapa cara. Pada penelitian ini, penyelesaian
sengketa diselesaikan melalui litigasi. Teori ini berkaitan mengenai
bagaimana penyelesaian sengketa yang disebabkan wanprestasi yang
dilakukan oleh PT.Musi Indah Palembang yang diselesaikan pada

Pengadilan Negeri Palembang.

4. Teori Jaminan Kebendaan
Hukum jaminan dalam ketentuan KUH Perdata terdapat pada Buku II
yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga
jaminan (gadai dan hypotek), dan pada buku ini yang mengatur tentang
penanggungan hutang. Menurut Menurut Hartono Hadisaputro, jaminan
adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditor untuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang
dapat dinilai dengan uang yang dihasilkan dari suatu perikatan. Jaminan
dibedakan menjadi dua macam yaitu :*°
1) Jaminan Materiil (Kebendaan) merupakan jaminan yang berupa hak

mutlak atas suatu benda yang memiliki karakteristik seperti memiliki

1% Hadisoepraoto Hartono, Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum
Jaminan, Liberty: Yogyakarta, 1984, Him 50,
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hubungan langsung dengan benda tersebut, dapat dipertahankan terhadap
siapa pun dan dapat dialihkan. Sedangkan,

Jaminan Imateriil (Perorangan) merupakan Jaminan yang menimbulkan
hubungan langsung pada perorangan tertentu , hanya dapat dipertahankan
terhadap debitur tertentu, tehadap kekayaan debitur umumnya.

Menurut aturan yang dimuat dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentan
Jaminan Fidusia Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan
dialihkan,baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud,
terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak
bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau
hipotik”.

Pada lembaga jaminan gadai dan fidusia, benda bergerak, baik benda
bergerak berwujud maupun tidak berwujud, dapat digunakan sebagai
jaminan atas hutang debitur. Setelah diberlakukannya peraturan tentang
fidusia di Indonesia yaitu UU Nomor 42 Tahun 1999 cakupan jaminan
fidusia lebih diperluas sehingga yang menjadi obyek jaminan fidusia
termasuk benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak tidak
berwujud termasuk juga benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan

hak 5 tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
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tanah.?® Pada teori ini, akan dilakukan analisis mengenai bagaimana
jaminan yang disepakati oleh pihak PT.Musi Indah Palembang kepada
Toyota Astra Finance. Sehingga apabila wanprestasi terjadi, benda yang
telah disepakati akan menjadi hak milik Toyota Astra Finance. Teori ini
akan menjawab mengenai rumusan masalah kedua mengenai perjanjian

fidusia.

2. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipakai yaitu normatif. Penelitian normatif berfokus pada
aturan, prinsip, atau hukum yang berlaku dalam sistem hukum, etika, atau
sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami,
menganalisis, dan mengembangkan norma-norma yang relevan di masyarakat
saat ini, terlepas dari validitas, penerapan, atau dampak norma tersebut.?!
2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Metode perundang-undangan ini bertujuan untuk mendapatkan

pemahaman dan analisis tentang struktur dan prinsip dasar dari

20 Sri Soedewi Masjchun, Himpunan Karya Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal 21.
2l Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
Hlm. 41.
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peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan materi hukum yang
dibahas.??

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Berdasarkan penelitian tersebut , maka peneliti melakukan pendekatan
kasus (case approach). Pada pendekatan kasus tersebut perlu dipahami
mengenai alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai

kepada keputusannya atau ratio decidendi.>

3. Bahan-Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang
bersifat autoritatif dan mempunyai otoritas yang meliputi :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Kitab Undang-Undang Perdata

3. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

tentang Lembaga Pembiayaan

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,
HIim.133

23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta,
2005, Hlm. 119.
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5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang 113/Pdt.G/2022/PN.Plg
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi,
karya ilmiah, dan makalah yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari
karya ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, kasus-kasus,
yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik
penelitian.?*
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini termasuk kamus umum, kamus
bahasa, surat kabar, artikel, dan internet.?>
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melakukan

penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian kepustakaan, juga dikenal
sebagai penelitian normatif, yaitu penelitian yang memeriksa bahan
kepustakaan atau data sekunder secara keseluruhan. Bahan acuan dalam
bidang hukum atau referensi dalam bidang hukum adalah istilah yang
digunakan untuk menggambarkan metodologi penelitian ini.?® Penelitian

kepustakaan ini mengumpulkan data dari buku-buku, dokumen resmi, dan

24 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya:Bayumedia,
2008), Hlm. 295

3 ibid

26 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010, HIm.119
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peraturan perundang-undangan. Peneliti juga melakukan kegiatan membaca,

mencatat, mengutip, dan menelaah topik yang terkait dengan prestasi.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif, pendekatan kualitatif adalah data yang dikumpulkan peneliti dipilih
berdasarkan mutu atau kualitas dan memiliki kaitan dengan permasalahan
penulis. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif dengan menentukan
suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan
permasalahan hukum yang menjadi objek kajian pendekatan yang
menghasilkan data deskriptif yakni tulisan atau kata-kata serta tingkah laku

dan teknik pengumpulan datanya.?’

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode
berfikir deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang mempunyai
hubungan dengan permasalahan dari data-data yang diteliti dengan peraturan-

peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

27 Ibid hlm.79
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